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a.

1.

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat sebagai pelaksanaan Undang~undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pamerintahan Desa
dipandang perlu mengatur kembali Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Xelurahan
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabayva Nomor 7 Tahun 1981 ;

baltwa unituk sencapail makoud tersebut pada huruf a
diatas, maka dengan berpedoman pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang
Pedoman Crganisasi Dan Tata kerja Pemerintah
Kelurahan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 1992 tentany Pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993 YNomor
061/2975/833 perinal Penetapan Pola Organisasi
Pemerintah Kelurahar <&i lingkungnan Propinsi
Daerah Tingkai I Jawa Timur dan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28
Juli 1993 Nomor 061/13695/041/19933 perihal
Organisasi dan Tata kerjia Pemerintah Kelurahan
dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata
kerja Pemerintah Xelurahan Xotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya dengan menuangkannya dalam
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-~
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1350 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa VYogyvakarta Jo. Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa ;



Dengan

Menetapkan

10.

11.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang
Pengangkatan Kepala EKelurahan dan Ferangkat
Kelurahan menjadi Pegawal Negeri ;

Peraturan Pemarintah N¥omor & Tahun 1988 tentang
Koordinagi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980
tentang Pedoman Pambonitukan, Zemeceshan, Penyatuan
dan Penghapusan Kelurahan ;

Peraturan Menteri Nalam Wecari Nemor 5 Tahun 1981
tentang Pembentukan Dusun dalam Dasa dan
Lingkungan dalam Kelurahan :

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983
tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;

Paraturan Menteri Dalam Negeri Homor 4 Tahun 1984
tentang Hak, Wewenang dan Xewaiiban Kepala
Dega/Kepala Kelurahan sabagai Pimpinan
Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahlan ;

Peraturan Menteri Dalam Negari Ncomor 6 Tahun 1984
tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan
Pemberhentian Xepala Kelurahan dan Perangkat
Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Wegeri Nemor & Tahun 1988
tentanyg Prosedur Penatapan Produk-produk Hukum 4i
Lingkungan Dapartemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri nalem Negeri Yomor 115 Tahun
19%1 tentang Pedoman Organisasi TDan Tata Xerja
Pemerintah Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 92 Tahun
1992 tertang Organisasi den Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri

Kepuiusan Menteri Negara Tend-=vogunaan Aparatur
Negara Nomor 01 Tahun 1992 ‘tentang Perubahan
Jabatan 8truktural Eselon III Kebawah dalam
lampiran I dan VI Reputusan Presiden RI Nomor 9
Tahun 1985 tentang Jeniazag Tangkat dan Tunjangan
Jabatan Struktural sebagyaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 46
Tahun 1991 ;

Instruksi Menteri Dalam Fegeri Nomor 21 Tahun
1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata kerija Pemerintah Kelurahan.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava,

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAEKAH TINGKAT I
SURABAYA TENTANG ORGANIZAZT DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1II
SURABAYA.



BAB I
KETENTUAN LUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Gubernur, adalabh Gubkernur RKepals Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

b. Kepala Daerah, adalah Walikolamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabava ;

¢. Camat, adaiah ¥epala Wilayah Xecamatan dalam
Wilayah Xotamadya Daerah Tingkat II Surabava ;

d. Kepalz Kelurahan, adalah penvelenggara dan
penanggunyg dawab utama dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerak, Urusan
Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman,
dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku :

@. Kelurahan adalah suatu Wilayah vang ditempati
oleh sejumlah penduduk yang mempunyal Organisasi
Pemerintahan terendah langszung dibawah Camat yang
tidak berhak menyelenggarakan :runah tangganya
gsendiri

f. Lingkungan adalah Bagian Wilayal dalam K=lurahan
vang merupakan Lingkungzan kearia pelaksanaan
Pemerintahan Kelurahan.

BAE 11
KEDUDUKAR

Pasal Z

{1) Pemerintah Kelurzhan merupakan Aparat Pemerintah
vang berada dibawah Camat. dan hertanggung jawab
kepada Kepalsz Daerah melzaluil Camatl

{2} Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Kelurahan.

BAB I1I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Pemerintah Xelurahan mempunyai ‘tugas pokok
melakukan penvelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan
daerah di wilavahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
dalam Pasal 3 Peraturan Dasrah ini, Pemerintah
Kelurahan mempunyai fungsi

a. melakukan koordinasi terhadap jalannya
Pemerintahan Xelurahan, palaksanaan pembangunan
dan pembinaan kemasvarakatan ;



b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan yang menjadi  tanggung
dawabnya

¢. me.akukan ugaha dalam randgka peningkatan

partisipsasi dan swadava gotong royong masyarakat ;

d. melakukan kegigtan dalax rangka pembinaan
ketentramar. dan ketertiban wilavyab :

e, nelakukan fungsi-fungsi Ju'n vyvang dilimpahkan
kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB v
SUSUNAN ORGANISASY, URAIAN TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun
berdasarkan Pola Minimal, Pola Minimal Plus dan
Poia Maksimal ;

(2) Pola organisasi sebagaimana tersebut pada ayat
(1) Pasal ini ditentukan berdasa:kan beban kerja
Kelurahan yang bhersangkutan.

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

Pasal 6

{1} Susunan organisasi Pemerintah Xslurahan Pola
Minimal terdiri dari

a. Kepala Kelurahan ;

b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga)
urusan ;

¢. Lingkungan, sebanvak-banvaknya Z (dua)
Vingkungan ;

d. Kelompok jabatan fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebagaimana dinyatakan dalam
lampiran T Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Kelurahan

Pasal 7

(1) Kepala Kelurahan mempunyai tugas, wewenang dan
tanggung jawab :

a. memimpin dan melaksanakan kKetantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh

Xegiatan Perangkat Staf dan Palaksana
Pemerintah Xelurahan.



{2) Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah Camat dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

(1) Eekretariat Kelurahan adaiah ungur staf yvang
berada dibawah Kepala Kelurahan ;

{2) Bekrstariat Eeslurahan dipimpin oleh seorang
Sekretaris FKelurahan vang dalam melaksanakan
tugasny hertanggung jawab kepada Kepala
Kelurahan.

Pasal 9

dekretariat Kelurahan mempunyail tugas membantu
Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan
memberikan pelayanan teknis administratif kepada
gseluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal i0
Untuk melaksanakan tugas fersebut dalam Pasal 9
Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan
mempunvai fungsi

a. melakukan koordinasi terhada» Xeyglatan yang
dilaliizan oieh Perangkat Xeiurahan ;

., melakukan pengumpulan, mengsvaluasi data dan
perumusan program serta petunjuk untuk keperluan

pembirasn  penyelenggaraan tugas umum Pemerintah
Kelurshan, pembatigunan dan pembinaan
kesejahtsraan Bakyat ;

¢. melakukan nemantauan terhadap kegiatan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan keseizhitsraan Rakyat ;

d. memberikan pelayanan kepada masvarakat dibidang
pemerintahan dan kesejahterasan ;

e. melakukan urusan surat menyurat, Kearsipan, rumah
tangga, perlengkapan dan menvusun laporan serta
memberikan pelavanan teknis dan administratif
kepada seluruh Perangkat Psmerintah Kelurahan ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Kelurahan.

Pasal 11
(1) Sekretariat Kelurshan terdiri dari

a. Urusan Femerintahan ;
b. Urusarn Pembanguhan ;
¢, Urusan Tiwum.

{2) Masing-masing Urusan tersebut pada ayat {1) Pasal
ini dJdipimpin oleh seorang Kepala Urusan vang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bekretaris Kelurahan.



asal 12

Urusan Pemerintabhan mempunyar tugas, wvewenang

dan tanggunyg jawab

a.

mengum§u1k%ﬁ mengolah  ds
dibidang pemerintahan, kZetar

mencgevaluasi data
iLraman dan katertiban

mengumpulkan bahan dalam rangka penbinaan wilayah
dan masvarakat

melaxukan pelayanan kepads
pemerintahan, ketantraman

dibidang

membantu
Bumi dan R 3

dang  pemungutan Pajak

membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan
Umum {(Pemilu) ;

membantu pelaksanaan tugas~tugas dibidang
keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat ;

membantu penyelenggaraan Kegistan administrasi
Pertahanan Sipil ;

membantu palaksanaan pengawasan terhadap
penyaluran bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam
dan bencana lainnya ;

membantu dan mengusahakan Xegiatan vandg berkaitan
dengan pembinaan kerukunan warga

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Kelurahan.

Pasal i3

Urusan Pembangunan mempunyai tugas, wewenang

dan tanggung jawab.

a.

mengumpulkan, mengolah dan msngevaluasi data
dibidang perekonomian, pembangunan dan
kesejahteraan rakyat ;

melakukan kegiatan pembinaan terhadap
perkoperasian, penguseha ekonomi lemah dan
kegiatan perekonomian lainnva dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

melakukan pembinaan dalam Dbidang keagamgan,
kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan
masyarakal ;

~e



d.

19

)
k3

melakukan pelayanan kepada masvarakat dibidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan
rakyat ;

melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadava dan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan perskonomian dan pelaksanaan

rembangunan ;

membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan
pembangunan serta meniaga dan memelihara
prasarana dan gsarana fisik Jdi liugkungan
Kelurahan ;

meiakukan administrasi perekonomian dan
pembangunan di Kelurahan ;

membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan
dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD) ;

membantu menhgumpulkan dan menvalurkan
dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan
bencana lainnya ;

membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan
Pembinaan Kesejahteraan Keluargs (PKK), Karang
Taruna, Pramuka dan oganisasi kemasyvarakatan
lainnvya :

membina kegiatan pengumpulan zakat , infaq dan

shadagah;

membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah
Indonesia (PMI) ;

mengumpulkan bahan dan mernvyusun laporan dibidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan
rakyat ;

meiaksanakan tugas lain vyang diberikan oleh
Sekretaris Kelurahan.

Pasal i4

Urusan Umum mempunyai tfugas, wewsnang dan

tanggung jawab :

melakukan adminigtrasi kepegawaizn ;
melakukan administrasi keuangan ;

melakukan urusan perlengkapan dan inventaris
Kelurahan;

melakukan urusan rumah tangga ;

mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan
upacara ;

melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;



g. mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan
Pemerintahan Kelurahan ;

h. mzlaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan

Pasal 15

(1) Lingkungan adalah wunsur pelaksana Pemerintah
Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang
dalam pelakganaan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kslurahan ;

(2) Lingkungan dipimpin cleh seorang Kepala
Lingkungan.
Pasal 16
Lingkungan mempunyai tugas membantu

pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan
dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal
16 Peraturan Daerah ini, lingkungan mempunyai fungsi

a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam
wilayah kerjanya ;

b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan goteong royong masyarakat

c. melakukanr kegiatan penerangan tentang Program
Pemerintah kepada masyarakat ;

d. membantu Kepala Xelurahan dalam pembinaan dan
mengkcordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah
kerjanvya ;

e. melakukan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Kelurahan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



Panal 19

{1; Kelompok Jabatan Fungsional sebagainnna dimaksud
dalam Pasal 18 Peraturan Daerah in:. terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jeniang jabatzin fungsional
vang terbagi dalam berbegel kelompok sesuail
dengan keahliannva ;

{2} Set@ap kelompoXx tersebut pada avar {2) Pasal ini
dipimpin oleh seorang temaga funozional senior

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada avat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan isbutuhan dan
beban kerja ;

{(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah
Kelurahan Pola Minimal Plus

Pasal 20

{1) Susunan Organisasi Pemerintah Xalurahan Pola
Minimal Plus terdiri

a. Kepala Kelurahan ;

b. Bekretariat Kelurahan, terdiri dari 4 (empat)
urusan ;

c. Lingkungan,sebanyak—banyaknya 3 {tiga)
lingkungan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal Plus ssbagaimana dirvatakan dalam
Lampiran II.Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Kelurahan

Pasal 21

Tugag, wewenang dan tanggung jawab Kepala
Kelurahan wuntuk Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal Plus sama detgan tugas, wewehang dan
tanggung jawab Kepala Kelurahan Organisasi
Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana

tersebhut dalam Pasal 7 Pervaturan Daerah ini .

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat
Kelurahan Pola Minimal Plus sama dengan kedudukan,
tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan . pada
Qrganisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
sebagaimana tersebut dalam Pasal B8, 3 dan 10
Peraturan Daerah ini
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Pasal 23
(1) Sekretariat Kelurahasn terdiri dari

Uruaan Pmerintahan ;

Urusan Pembangunan ;

Urusan Kesejahteraan Rakvat ;
Urusan Umum ;

BEOTo

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang
Kepala {rusan vang daiam meiaksanakan ftugasnya
berada dibawah dan pertangguug jawab kepada
Sekretarizg Kelurahan

Pasal 24

Tugas, wewenang dJan tanggung Jjawab Urusan
Pemerintahan sama dengan tugas, wewanang dan
tanggung jawab Urusan Pemerintahan pada Organisasi
Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana
tersebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Urusan Pembangunan mempunyai tugas, wewenang
dan tanggung jawab :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di
bidang perekonomian dan pembangunan ;

h. melakukan kegiatan pembinaan terhadap
perkopecacian, pengusaha ekonomi lemah dan
kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

¢. melakukan pelayanan masyarakat di hidang
perekonomian dan pembangunan ;

d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadavya dan partigsipasi masyarakat dalam
meningkatkan rerekonomian dan pelaksanaan
pembangunan ;

e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan
pembangunan serta menjaga dan memelihara
prasarana dan sarana fisik di lingkungan
Kelurahan ;

f. melakukan administrasi parekonomian dan
pembangunan di Kelurahan ;

g. membantu membina dzn menyiapkan bahan-bahan dalam
rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LEKMD) ;

h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan
perakonomian dan pembangunan ;
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i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bekretaris
Kelurahan.

Pasal 26

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunvail tugas,
wewenang dan tanggung ijawab

a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang
kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan,
kesehatan kaluarga berencana dan pendidikan
masyarakat ;

¢. membantu mengumpulkan dan menyaiurkan dana /[
bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana
lainnya ;

d. membantu pelaksangan kegiatan pembinaan
kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna,
Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;

e. membina kegiatan pengumpulan =zakat,infaq dan
shodaqgoh;

f. membantu pelaksamaan pemungutan dana Palang Merah
Indonesia (PMI} ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
keseiahteraan rakyat ;

h. melaksanakan tugas lain vyang dibsrikan oleh
Sekretaris Kelurahan.

Pasal 27

Tugas, wewanang dan tanggung Jawab Urusan Umum
sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Urusan Umum pada QOrganisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini.

Paragrai 3
Lingkungan

Pasal 28

Kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan sama
dengan kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan pada
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
gebagaimana tersebut dalam Pasal 15, 16 dan 17
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 _
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Ketentuan Xelompok Jabatan Fungsional sama
dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsionhal pada
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola  Minimal
sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Pemerintah
Kaelurahan Pola Maksimal

Pasal 30

(1) Susunan Organisagi Pemerintah Felurahan Pola
Maksimal terdiri

a. Kepala Kelurahan ;

b. Sekretariat Kelurahan, tardiri Adari & {lima)
Urusan ;

¢. Lingkungan,sebanvak-banyaknva 5 (lima)
lingkungan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Xelurahan
Pola Maksimal sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran IITI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Kelurahan

Pasal 31

Tugas, wewenang dan tanggung jiawab Kapala
Kelurahan untuk Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola
Maksimal sama dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawab Kepala Kelurahan Organisasi Pemerintah
Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tarsebut dalam
Pasal 7 Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 32

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat
Kelurahan Pola Maksimal sama dengan Kedudukan, tugas
dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada ~Organisasi
Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana
tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah
ini

T'asal 33
(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

Urusan Pmerintahan ;

Urusan Ketenteraman dan Ketertib.an ;
. Urugan Pembangunan ;

Urusan Kesejahteraan Rakvat ;

. Urusan Umum.

00

(2) Masing-masing Urusan dipimpin o leh seorang
Kepala Urusan yang dalam melaksana kan tugasnya
bertanggung jawab kepada SBekretaris Keluraban.
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Pasal 34
Urusan Pemerintahan mempunval tugas

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data
dibidang pemsrintahan ;

mengumpulikan bkahan dalam rangka cembinaan wilayah
dan masvarakat

melakukan pelaysznan kepada masyarakat dibidang
pemerintahan ;

membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan {PBB)} ;

. membantu pelaksanaan dan pengawasan Femilihan

Umum (Pemilu) ; :
membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang
keagrariaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku :

mengumpulkan bahan dan menyusun laperan dibidang
Pemerintahan ;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Sakretaris Kelurahan.

Pasal 35

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai

tugas, wewenang dan tanggung iawab

a.

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data d4i
bidang ketentraman dan ketertiban ;

melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat ;

melakukan pelayanan masyarakat di bidang
ketenteraman dan ketertiban ;

membantu penvelenggaraan kegiatan administrasi
Pertahanan &8ipil ;

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap
prenyaluran bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam
dan bencana lainnya ;

membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan kerukunan warga ;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang
ketenteraman dan ketertiban ;
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h. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
Sekretaris Kelurahan.

Pasal 36

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan
Pembangunan sama dergan tugas, wsweinang Jan tanggung
jawab Urusan Pembangunan pada organisasi Pemerintah
Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana tersebut
dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Tugas, wewenang dan tanggunyg 1awab Urusan
Kesejahteraan Rakyat sama dengan tugas, wewenang dan
tanggung jawab Urusan Kesejahteraan Rkakyat pada
organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus
gepagaimana tersebut dalam Pagal 26 Peraturan Daerah
ini.

Pasal 38

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Urusan Umum
sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Urusan Umum pada organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Lingkungan

Pasal 39

Kedudukan, tugas dan fungsl Lingkungan sama
dengan ksdudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada
Organisasi Pamerintah Kelurahar. Pola Minimal
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1%, 16 dan 17
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama
dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan
Daerah ini.

BAB v
TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan,
Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala
Urusan, melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan
pemerintahan di Kelurahan.
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Pasal 42
Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam
lingkungan Pamerintah Kelurahan harkewajiban

melaksanakan pengawasan melekat /Waskatj.
Pasal 43

Setiap pimpinan gatuan sryanisasi dalam
lingkungan Pemerintah Keluralazan bertanygung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan  bawshannva serta
memberikan bimbingan dan petuniuk-petuniuk bagi
pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan oiganisasi dalam
lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab
Repada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 45

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini,
dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun
1981 dan ketentuan lain yvars bertentangan dengan
Peraturan Dasrah ini.

Pagal 46

{1) Ehusus pelaksanaan 2atuan Organisasi Lingkungan
dan pengisian Jabatan Kepala Lingkungan dalam
Organisasi Pamerintah Kelurahan diwilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabayva disesuaikan
dengan kebutuhan dan akan ditetapkan Xkemudian
oleh Xepala Daerah ;

(2) Selama Organisasi lingkungan belum terbentuk,
tugas-tugasnya dilaksanakan aleh Kepala
Kelurahan bersama Sekretariat Kelurahan.

BARB VII
PENUTOP
Pasal 47

Hal~hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang menyanagkut pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava.

“urabsva, 8 Maret 1994.

DEWAN PERWARKILAN RAEKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT I1 SURABAYA TINGKAT 11 SURARBAYA
Ketua,
tta. ttd.
HARJOSO SORPENO. dr. H. POERNOMO KASIDI

Letkol CHB NRP. 22021.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 17 Juni 1994 Romor 367/P Tahun 13%4.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TIKGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemeriutahan)

v,

Drs. MOH. SAFIT AS'ARI.

Yzmbing Utams Madva
Nip., 0210 (52 819.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C Tahun 1994 Tanggal 23 Juni 1994 NWomor 13/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINCKAT I7 SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava

ttd.
Drs. H. WA RDJTI,

Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinyva
An. Sekretaris Kodya Daerah
. Tingkat II Surabaya
ST P .
“ kepala,
Y f_’f-t ’ A
- e ‘;‘.}E‘ y b

3

agian Hukum

< Henata Tingkai i.
ws/NIP. 510 029 293.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya vyang baru gebagai
pengganti Peraturan Daerah Kotamadva Dasrah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 7 Tahunh 1981 tentang 3usunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemsrintah Xelurahan, Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991, Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993 Nemor @ 061/1975/
8J perihal Penstapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan
dilingkungan Propingi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Surat
Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli
1993 Nomor : 061/13636/041/1993 perihal Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Dssrah ini, vyvang
sekaligus diikuti dengan esgselonisagi jabatan Kepala
Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, para Kepala Urusan dan
Kepala Lingkungan dalam lingkup Pemerintah Kelurahan,
diharapkan ddpar moningkatkan kelancaran penvelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pesningkatan matu
Pelayanan kepadz masyarakat eebagai pelaksanaan Undang-
undang Nomor 5 Takun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

PENJELAGAN PASAL DEMI PASAL :

Pasgal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal § ayat (1} : Besual ketentuan Pasal 4 ayvat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
115 Tahun 19%91 ada Pola OQrganisasi
Pemerintah Kelurahan vyaitu Pola
Maksimal dan Pola Minimal.

Pcla Maksimal sesuai lampiran III
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
115 Tahun 1991 dengan angka skor 81
sampai dengan 1006 sebanyak-banyaknya
5 (lima) urusan dJdan 5 (lima)
lingkungan.

Pola Minimal dengan angka skor
kurang lebkih 80 (delapan puluh)
dengan sebanyak-banvaknya 3 (tiga)
urusan dan 2 {(dua) lingkungan.



Pasal 5 avat (2}
Pasal 6 5/4 Pasal 45
Pasal 46 ayat (1)

Perkembangan terakhir atas usul
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur dengan suratnya tanggal 1
Maret 1993 Nomor : 061/4478/041/1993
dan dijawab dengan Surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 14 Juli 1993
Nomor + 061/1975/83, Organisasi
Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur
dikembangkan menjadi 3 {(tiga} Pola
vaitu :

1. Popla Minimal dengan angka skor 64
{enam puluh empat) kebawah, ¥yang
terdiri dari 3 (tiga) urusan dan
2 {dua) lingkungan ;

2. Pola Minimal Plus dengan angka
skor 65 (enam puluh lima) sampai
dengan 69 {(enam puluh sembilan)
terdiri dari 4 (empat)} urusan dan
3 {tiga) lingkungan ;

3. Pola Maksimal dengan angka skor
70 {tujuh puluh) keatas, terdiri
dari 5 {(lima) urusan dan 5 {lima}
lingkungan.

: Cukup jelas.
¢ Cukup jelas.

: Jumlah Kelurahan di Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya sebanyak 163
{geratus enam puluh tiga) Kelurahan,
yang susunan crganisasinya terdiri
atas 3 (tiga) Pola vaitu :

1. Pola Maksimal 93 (sembilan puluh
tiga) Kelurahan ;

2, Pola Minimal Plus 28 {dua pulub
delapan) Kelurahan ;

3. Pola Minimal 42 (empat puluh dua)
Kelurahan.

Jumlah lingkungan berdasarkan 3
(tiga) Pola Organisasi Pemerintah
Kelurahan dapat dihitung sabagai
barikut :

93 % 5 lingkungan
28 x 3 lingkungan
42 2 2 lingkungan

465 lingkungan
84 lingkungan
84 lingkungan

Jumlah

It

633 lingkungan

Untuk mewujudkan 633 (enam ratus
tiga puluh tiga) paling tidak
dibutuhkan 633 (enam ratus tiga
puluh tiga) kantor Lingkungan dan
minimal 633 {(enam ratus tiga puluh
tiga) pegawai sebagail Kepala
Lingkungan.



Pasal 46 ayat (2)

Pasal 47 s/4 Pasal 48

Konsekwensi kalau wunit Organisasi
lingkungan langsung dilaksanakan
akan membutuikan dana vang cukup
besar, yang tidak munokin =ekaligus
dibiavai danz2 dari AP3D.

Untuk mengantisipasl masalah ini,
maka pelaksanaannyva disesuaikan
dengan kebutuhan dan Xemampuan APBD.
Cukup jelas.

Cukup jelas.



SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
HOMOR : 1 TAHUN 1994.
TANGGAL : 8 MARET 1994.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN (POLA MINIMAL) KOTAMADYA-
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

KEFALA
KELURAHAN
KELOMPOK JABATAN SEKRETARTIAT
FUNGSIONAL
l i
URUSAN URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN UMUM
LINGKUNGAR
I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA

Ketua,
ttd. ttd.

HARJOSO SOEPENQ. dr.H. POERNOMO KASIDI.
Letkol CHB NRP. 22021. '

SALINAN sesuai dengan Aslinva
: _kretarls Kotamadya Daerah

MOH. FARUD, S.H.
Penata Tingkat I.

NIP. 510 029 293.



SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

NOMOR 1 TAHUN 1994.
TANGGAL 8 MARET 1994.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
KRLURAHAN (POLA MINIMAL PLUS) KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
KEPALA KELURAHAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
|
I ! i I
URUBAN URUESAN URUSAN URUSAN
PEMERIN{ | PEMBA KESRA UMUM
TAHAN NGUNAN
LINGKUNGAN

:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ke tua,

ttd.

HARJOSO SORPENO.
Letkol CHB NRP..22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

ttd.

dr.H. POERNOMO KASIDI.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

A;?éﬁ%
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-~ Tingkat II SBurabaya

7*¥enata Tingkat I.
HANIP. 510 029 293
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SALINARN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAE KOTAMADYA
- DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI NOMOR 1 1 TAHUN 1994,
PEMERINTAH KELURAHAN (POLA TANGGAL : 8 MARET 1994,
MAKSIMAL) KOTAMADYA DAERAH
DABRAH TINGKAT II SURABAYA.

KEPALA KELURAHAN

KELOMPOK JABATAN © SEKRETARIAT

FUNGSIONAL

— URUSAN
PEMERINTAHAN

URUSAN
|| KETENTERAMAN
DAN
KETERTIBAN

| URUSAR
PEMBANGUNAN

— URUSAN
KESRA

L URUSAN
UMUM

. LINGKUNGAN

- il gy
l. .
DEWAN.PERQAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA‘DAERAH

RKOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua, ) '

1

ttd. ttd.
HARJOSO SOEPENO. dr.H. POERNOMO KASIDI.

Letkol CHB NRP. 22021.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah

Q‘\WTAA@ 3 Tingkat II Surabaya

4?

.‘&

_ H. .
" Penata Tingkat I.’
NIP. 510 029 293.



